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1. SUBJEK HUKUM
Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Atau disebut pembawa hak.

  Jenis Subjek Hukum ada 2 :

1. Manusia (Natuurlijk Persoon)
Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal adalah subjek hukum.

Aturan Penting
A. Mulai menjadi subjek hukum sejak lahir hidup, bahkan janin yang masih dalam kandungan juga dianggap sudah menjadi subjek hukum asalkan lahir hidup (Pasal 2 KUH Perdata) - untuk kepentingan waris.
B. Berakhir saat meninggal dunia
C. Tidak semua manusia cakap hukum (bekwaam). Orang yang tidak cakap hukum: Anak di bawah umur (<18 tahun atau belum menikah) dan orang di bawah pengampuan (gila, sakit ingatan).
D. Anak 17 tahun boleh jadi subjek hukum (punya hak waris), tapi tidak cakap untuk menjual tanah warisan tanpa wali.

2. Badan Hukum (Rechtspersoon)
[image: image1790437341741.png]Kumpulan manusia dan/atau harta kekayaan yang oleh hukum dianggap seperti manusia, bisa punya hak dan kewajiban.

 II: OBJEK HUKUM

Definisi: Objek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban dari subjek hukum. Atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum.

Syarat Objek Hukum (Pasal 1332-1334 KUH Perdata)
a. Dapat dikuasai manusia
b. Mempunyai nilai ekonomis
c. Tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan

Pembagian Objek Hukum:
A. Benda (Zaak) - Paling Utama

Berdasarkan Sifatnya:
1. Benda Berwujud vs Tidak Berwujud
a. Berwujud: Mobil, rumah, buku (bisa dilihat & diraba
b. Tidak Berwujud: Hak paten, hak cipta, merek

2.Benda Bergerak vs Tidak Bergerak
a. Bergerak: Mudah dipindah - Mobil, motor, uang. (Karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang seperti saham)
b. Tidak Bergerak: Tidak bisa dipindah - Tanah, bangunan, kebun.


3 Benda Habis Pakai vs Tidak Habis Pakai
a. Habis Pakai: Beras, bensin (sekali pakai habis)
b. Tidak Habis Pakai: Rumah, laptop

4. Benda Sudah Ada vs Akan Ada
a. Sudah Ada: Rumah yang sudah dibangun
b. Akan Ada: Padi yang akan panen bulan depan (boleh diperjanjikan)

B. Selain Benda
1. Jasa / Perbuatan: Objek dalam perjanjian kerja. Contoh: Jasa pengacara, jasa dokter
2. Kekayaan yang tidak berwujud lain
A. CARA PENYERAHAN BENDA
Penyerahan berdasarkan jenis/macam bendanya :
1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud.
Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda dimaksud, yaitu :
a. Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus secara nyata dari tangan ke tangan.
b. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama.
Penyerahan  benda tidak  berwujud  dalam bentuk  berbagai piutang  dilakukan dengan:
a. Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie
b. Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan
c. Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan.

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda bergerak ,misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat diatasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah . Benda tidak bergerak karena undang undang adalah hak hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.
Arti penting pembedaan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak terletak pada: 
a. Penguasaannya (bezit), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak
b. Penyerahannya (levering), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama;
c. Kadaluwarsa (verjaaring), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa: dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun; dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun
d. Pembebanannya (bezwaring), dimana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik.
e. Dalam hal pensitaan (beslag), dimana revindicatoir beslah (penyitaan untuk menuntut kembali barangnya), hanya dapat dilakukan terhadap barang barang bergerak . Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan (executoir beslah) harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan executoir terhadap barang tidak bergerak.
f. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis
Pembedaan ini penting artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang obyeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit  untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula, oleh karena itu harus diganti dengan  benda  lain  yang  sama  /  sejenis  serta  senilai.  Pada  perjanjian  yang obyeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada,dan dapat diserahkan kembali.
3. Benda sudah ada dan benda akan ada
Benda ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda akan ada tidak dapat  dijadikan jaminan hutang,  bahkan perjanjian yang obyeknya benda akan ada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan
4. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan.
Benda ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjual belikan dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris,sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjual belikan atau diwariskan, umpamanya tanah wakaf, narkotika, benda benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.
5. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi
Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pemenuhan prestasi suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya.Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar
Pembebannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya.

B. MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN DAN FUNGSI SOSIAL HAK MILIK MENURUT UUPA NO.5 TAHUN 1960
Menurut Pasal 16 UUPA (UU No.5 Tahun 1960), hak-hak atas tanah adalah :
1.   Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (Pasal 20 ayat 1 UUPA)
2.   Hak guna usaha adalah hak untukmengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 UUPA)
3.   Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA)
4.   Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberiknnya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan- ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat 1 UUPA)
5. Hak sewa untuk bengunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat  1 UUPA)
6.   Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu (Pasal 46 UUPA)
7.   Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain (Pasal 47 ayat 1 UUPA)
8.   Hak guna ruang angkasa adalah hak untuk mempergunakan tenaga dan unsure- unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkendung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu (Pasal 48 ayat 1
UUPA)
9.   Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan social adalah hak milik tanah badan- badan keagamaan dan social sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan social diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan social (Pasal 49 ayat 1 UUPA)
Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat di Buku II KUH Perdata yang berkaitan dengan bumi,  air  dan  segala  kekayaan  alam  yang  ada  di dalamnya  kecuali  ketentuan- ketentuan mengenai hipotik dicabut. 
Dengan mengingat berlakunya UUPA, Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht), meliputi:
a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya hak eigendom dan hak bezit.
b. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda orang lain, misalnya hak pakai dan hak mendiami.
c. Hak  kebendaan  yang  bersifat   memberi  jaminan  (zakelijk  zakerheidsrecht), misalnya gadai dan hipotik.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Pengertian tanah “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang tertentu kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan, kewenangan negara adalah :
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  atau pemeliharaannya
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.
Penafsiran hak atas tanah berfungsi sosial sangat luas, yakni dengan menggunakan “standar kebutuhan umum” (public necessity), “kebaikan untuk umum” (public good) atau “berfaedah untuk umum” (public utility).
Hubungan fungsi sosial hak atas tanah ditetapkan secara tegas dalam ketentuan hukum tanah nasional undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yaitu:
a.   Pasal 6 : Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.
b.   Pasal 18 : Untuk kepentingan umum, temasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang- Undang.

 III: BADAN HUKUM (Materi Inti)

Badan Hukum adalah organisasi / [image: image1790437341767.png]perkumpulan yang dibuat oleh hukum seperti manusia, sehingga dapat bertindak seperti manusia di dalam hukum.

Ciri-Ciri Badan Hukum:
a. Ada perkumpulan / organisasi yang teratur
b. Ada kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya
c. Ada tujuan tertentu
d. Ada pengurus / organ yang bertindak
e. Diakui oleh negara (pengesahan)

Teori-Teori Badan Hukum:
a. Teori Fiksi (Von Savigny): Badan hukum itu hanya fiksi / khayalan hukum, sebenarnya yang ada hanya manusia
b. [image: image1790437341774.png]Teori Kekayaan Bertujuan (Brinz): Kekayaan badan hukum terlepas dari pemiliknya, untuk tujuan tertentu
c. Teori Organ (Otto Von Gierke): Badan hukum seperti organisme hidup yang punya kehendak sendiri melalui organnya (direktur).

JENIS-JENIS BADAN HUKUM DI INDONESIA:

1. Badan Hukum Publik: Dibuat negara untuk kepentingan publik..Contoh: Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, Bank Indonesia

2. Badan Hukum Privat: Dibuat swasta.
Bentuk Dasar Hukum Keterangan

[image: image1790437341779.png]Perseroan Terbatas (PT) UU No. 40/2007 Paling populer. Modal terbagi saham. Harus ada pengesahan Kemenkumham
Yayasan UU No. 16/2001 jo 28/2004 Tujuan sosial, keagamaan, kemanusiaan. Tidak boleh cari untung untuk anggota
Koperasi UU No. 25/1992 Tujuan kesejahteraan anggota
Perkumpulan (Vereniging) Staatsblad 1870 Ormas, dll
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) UU Desa 


YANG BUKAN BADAN HUKUM (Tapi Badan Usaha);
a. CV (Commanditaire Vennootschap) -> Bukan Badan Hukum
b. Firma (Fa) -> Bukan Badan Hukum
c. UD / Perusahaan Perseorangan -> Bukan Badan Hukum

Bedanya: Kalau CV/Firma bangkrut, harta pribadi pemilik ikut disita. Kalau PT bangkrut, hanya harta PT saja yang disita (tanggung jawab terbatas).

KESIMPULAN HUBUNGAN:

Subjek Hukum (Manusia & Badan Hukum) --> Mempunyai Hak Atas --> Objek Hukum (Benda & Jasa)

Contoh Kasus:
Andi (Subjek Hukum Manusia) membeli mobil (Objek Hukum Benda Bergerak) dari PT. Maju Jaya (Subjek Hukum Badan Hukum).
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